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SATINWAN, - Ao / VES Agno: 6569/10,
]_“1?"1954.—
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MZTDAN,-

No. 54600/10-4819/8D. Medan, 9 November 1954,-
Lampiran : 1,-
Perihal : Hak kekuasaan mengang-

kxat dan memperhentikan
pegawal Negeri kepada
Residen/Kepala Daerah
Keresidenan,-

- -

Dengan hormat, bors%?a ini dikirimkan ke-
pada Paudara Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl., 10
Djammari 1953 No,1/1953 jang diperbaiki pada tangs-
gal 22 September 1954, mengenal hal tersebut di-

atas, untuk dimaklumi dan dipergunakan,-

A.,n., Gubernur FPropinsi Sumatera Utara:
Kepala Bahagian Urusan Fegawai,
d.t.0.G0dang glr.5utan Mandame.-ia.

fepada
1. Residen Tapanuli (3x) 4i Sibolga,

=]

2. Hesiden Atjeh (3x) di Koetaradja,
3. para Bupati, Xep.Daerah Kab.di Prop.S.TU,

» 4, Para Walo-Kota di Propinsi Sumatera Utara

ang sama bunjinja;
s Kepala,

Untuk salinan
Djuru Tal
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/ / J:/,/
(Z2ainab Simatupang)
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e Aeno: U.E. 39/1/7.-

Diperbaiki lagi pada tanggal 22 September 1554.-~

PERATURAN MENTERI DATAM NEGERI No.1/1953

TENTANG

HAK PUNGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAT

NEGHRI DALAM LINGKUNGAN KEMENTERTAN DALAM

NEGER I

llembatja Undang-Undang WNo,Z2l tahun 1952 tentang menetapkan "Un
dang-Undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pe-
gawai~pegawal Republik Indonesia Serikat” (Undang-Undang Darurat
No. 25 dan No,34 tahun 1950) sebagai Undang-Undang Hepublik Indo-
nesia;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, keputusan kami tanggal
30 October 1950 No.3/1950 - U.P. 40/6/4 setelah diubsh dan ditambah
dengan keputusan-keputusan kami tanggal 24 Djuli 1951 No. UP. 33/5/7,
tanggal 4 Maret 1952 Fo.U.P. 33/2/30 dan tanggal 3 Mei 1952 Ho.U.P.
39/1/32 serta keputusan kami tanggal 11 April 1952 No.U.P.39/1/32
perlu diselaraskan dengan Undang-Undang dimaksud;

Mengitngat s

2. Undang-Undang Darurat No,20 tahun 1950 tentang pembentukan dan
susunan pemerintahan Kotapradja Djakarta-haja;

b. pasal 4 Undang-Undang No,21 tahun 1952;
Memutuskan:

Dengan mentjabut kembali keputusan kami tanggal 30 Uectober 1950
Wo.3/1950 - U.P. 30/6/4 setelah diubsh dan ditambah terachir dengan
keputusan kami tanggal 3 Mei 1952 No.U.P. 39/1/38 serta kepnutusan
kami tanggal 11 April 1952 No.U.P. 39/1/32, menetapkan:

"PERATURAN TENTANG HAK PENGANGKATAW DAN PEMBERHENTIAN PHGAWAL NEGE-
RT DATAW LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI" sebagai berikut:

2 g el

lenteri Dalam Negeri mempekerdjskan untuk sementara, mengangkat
untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam d jaba-
tan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, member~
hentikan dari djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri dan me-
mindahkan:

a. semua pegawal Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian
Dalam Negeri, jang digadji menurut golongan/ruang Vi/d P.G.P.-
1948 kebawah;

b. semua pegawal Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri
jeng tidak termasuk dalam sub a diatas, jang digadji menurut go-~

longan/ruang V/a sampai dengan VI/d P.G.P.1948, terketjuali pa-
ra Asisten Wedana kelas I,

Pasal 2.

(1). Gubernur Kepala Daerah mempekerdjakan untuk semenitara, mengang-
kat antuk sementara zta2u te dalam diabatan. mencsancirat da=-




a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor-
nja jang digadji menurut golongan/ruang Tv/c
P.G.P.~1948 kebawsh;

b. semus ﬂ“JaUal Pamong-rradja didalem wilajahnja
jeng digadji menurut golengan IV dan golongan/ru-

ang V/B P.G,P, 1948, sepandjang mengenal Asisten
Wedana kelas 1;

c. semua pegawal Negeri jang bekerdja pada ken tor-
kantor pemerintahan dacrah lainnja didalam wila-
jahnja, jang digadji menurut golongan IV P.G.P.

q 1948,

(2) Gubernur Kepala Daerah memberhentikan dari djabatan
Negeri semua pegawal Negeri dalam o Kementerian
Dalam Negeri jang bekerdja didalam wil y Jang diga-
dji menurut oleijﬁn IV P.G.P, 1948 kebvawsh dan para Asis-
ten Wedana kelas I (golongan/ruang V/b P.ﬁ.F.—1948}a

(3) Gubernur Kepala Daersh memindahkan pegawai Pamong
lhf*af'gq dalam djabatan akiip, maupun jeng dipe r"’h;.’ulrl _'.‘l(“"lﬁz.
jang bekerdja ”LunWaq Nllawghaw dan jang digadji menurub
"'UTU’Fl—L—'] 1/ruang V/c P,G.P, -1948 (Wedana).,

(4) Dalam keadasn janrw memaksa 4nn herus mendapat penje-
lesaian dengan segera, dengan menunggu u)lLu?BhTﬂ llenteri
Dalam Negeri, Gubernur d: smlu menganyg l.ﬂ: p:‘gaw,ru Famong Pra-
dja dalam djabatan aktip jang bOerde didalam leawahnal

i menurut golo W"an/*uk“w V/c P.G.I. 1948 (1 udand)

jang digad]

Fas gl 2,

Residen Kepal: 31\*1h/4931den-10urd1ﬂauor mempeker=
djakan untuk sementars, meﬂﬂanﬂkgT untuk sementara atan uwi
dalam djabatan, mengangkat dalan dfjabatan Negeri t@tan member-=
hen uﬂ?an ‘dari npmtvnﬁzw sementara, memberhentikan dari djaba-
Gjualild membe :rhentikan dari djab: atan Negeri) dan memin-

a,semua pegawai Negerl jang bekerdja pada Kantornja jang diga-

o

dJ1 menurut golongan TTI I G.P.-1948 kebawah;

b.semua pegawal Pamong-Pradja dan pcgawal Negeri jang bekerdja
pada kantor-lkantor Uemerlntahdn daeran didalam wilajannja, jorg

digadjl menurut golongdn'ILI F.G.P.=-1948,

Pesal 3

Walikota Djakerta-Raja mempekerdjakan untuk sementara
mengangkat untuk sementarz atan tetap dalam djabatan, mencang—
kat dalam djabatan Negerl tetap, memberhentikan dari pekerdjaan
sementara, memberhentikan dari djabaten, membe rhentikan dari
i jabatan Negeri dan memindahkan:

a. spmua pegawai Negerli jang bekerdja pada Kentornja jang diga-
331 menurut golongan/ruan" IV P,G.P, 1948- kebawah;

b. semua pegawal Pamong-FPradja dan pegsawal Negeri pada kantor-
kantor oemﬂrlntahan daeran didalam w11a3ahnga, jong digadji
menurult golonzan/ruang IV P.G.P.-1948 kebawah.

FPasal 4

(1) Bupatl Kepala Daerah mempekerdjaskan untuk sementara,
mengangkat untuk sementara atau tetap dalam d jababan, meng-
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dan memindankans:

a. semaa pegawal Negeri jang bekerdja pada Kantornja
jang digadji menuruta golongan II P.G.P.-1948 ke-
bawah;

b, semua pegawal Negeri dan pegawal Pamong-Pradja jang

bekerdja pada kantor-kantor pemerintnhan daerah di-
dalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan II
P.G.P,-1948 kehawah, ketjuali jang tersebut dalam
ajat (2) pasal ini,

(2) Walikota (terketjuali Walikota.Djakarta-Raja)mempe-
kerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau
tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri te-
tap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhen=-
tikan dari djazbatan (ketjualli memberhentikan dari djabatan
Negeri) dan memindahkan semua pegawail Negeri dan pegawai
Pamong-Pradja jang bekerdja pada kantornja dan kantor-kan-
tor pemerintahan daerah dalam lingkungan daerah kelkugsaan-
nja, jang digadji menurut golongan II P.G.PF.-1948 kebawah.

Pasal 5.

Penjerahsn hak pengangkatan, pemberhentian dan pemin-
dahan sebagai dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 tersebut diatbasg,
Gidak meliputi kekuasaan untuk memberhentikan dari djabatan
Negeri tidak atas permintaan sendiri d an/atau pemberhentian
dar% djabatan Wegeri jang diseriai sebutan "tidak dengen hor-
mat”.,

Pasal 0y

(1) Pemindahan pegawai Negeri:
a. dari Kantor Pusat Kementerian ke-Kentor pemes rintzhan

Daerah dilakukan menurut hak kekuasaannja oleh Kepala
Daerah jeng melingkungi Kantor tempat pegawai jang ber-
sangkutan akan dipindahkan dengan d ialan mengangkat pe-
gawal itu, setelah mendapat persetudjuan Nenteri Dalam
Negeri dan sebaliknja dari Kantor Pemerintahan Daerah
ke-Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri oleh lien teri
Dalam Negeri setelah mendengar Kepala Vaerah jang ber-
sangkutan;

b. dari Daerah Propinsi jang satu ke-Uaerah Propinsi jang
lain, dilskukan menurut hak kekuasaannja oleh Gubernur
Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat pegawai
jang bersangkutan akan dipindahkan dengan djalan meng-
angkat pegawai itu, setelah mendapat persetudjuan dari
Gubernur Kepala Daerah jsng melingkungi Lantor tempat
asal pegawal itu;

c. dari +aerah jang satu ke-Daerah jang laindidalam suatu
Daerah Propinsi, dilakukan menurut hak kekuasasnnja oleh
Kepala Userah jang melingkungi kantor tempsat negawai
jang bersangkutan skan dipindahkan dengan djalan meng-
angkat pegawai itu, setelah mendapat persetudjuan dari
Kepala Uezerash jsng melingkungi Kantor tempat asal pega-
wai itu,

(2) Surat-putusan pemberhentian dari lMenteri DUalam Negeri

dan/atau Kepala Jaerah jang melingkungi Kantor tempat asal
pegawal jang bersangkutan, tidak diperlukan.

Pasal 7
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Peraturan ini diasnggap mulai berlaku pada tanggal 29
Cctober 1952,
Ditetapkan di Djakarta
vada tanggal 10 DJANUARI 1953
MENTERT DALANM NEGERT,
d.t.0. Prof.Mr.Dr,Hazairin.
Kenada

1. Para Gubernur (masing?2 3 ex),

2. " Residen (masing2 3 ex),

i "  Buvati/Walikota (3 ex),

4., Walikota Djakarta-Raja (3 ex),

5. Daerah Istimewa Jogjakarta untuk diketahui,

6. Kantor Urusan Pegawai (2 ex),

7. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan (2 ex),

8. Directur Dana Pensiun di Jogjakarta ( 2 ex),

9. Semua Kementerian (2 ex),
10, Sekretaris Perdana llenteri (2 ex),
i “ Dewan Menteri (2 ex),
12, Directur Kabinet Presiden (2 ex),

13. Pemimpin Biro Pendidikan lahasiswa
Kementerian Dalam Negeri di Jogljakarta.-

——— -

Untuk salinan jang sama bunjinjaj;
Djuru tulis K e pa 1 a,

(Zainab Simatupang)



